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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan subsidi pupuk organik di Indonesia
dalam konteks mendukung pertanian berkelanjutan. Kajian literatur dilakukan dengan
menganalisis studi-studi sebelumnya terkait tantangan implementasi kebijakan subsidi
pupuk organik, dan strategi untuk meningkatkan efektivitasnya. Hasil kajian menunjukkan
bahwa kebijakan subsidi pupuk organik di Indonesia masih dihadapi oleh beberapa
tantangan yaitu rendahnya alokasi anggaran, distribusi yang tidak merata, kapasitas produksi
pupuk organik yang terbatas dan mekanisme alokasi subsidi yang kurang transparan. Oleh
karena itu, rekomendasi strategis meliputi peningkatan alokasi anggaran, perbaikan
mekanisme distribusi, penguatan kapasitas produksi, dan reformasi mekanisme alokasi yang
berbasis data dan lebih transparan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam perumusan
kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai pertanian berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Subsidi Pupuk Organik, Pertanian Berkelanjutan

PENDAHULUAN berperan penting dalam menyediakan
sarana produksi ini secara memadai
Peningkatan kinerja  sektor dengan harga yang dapat diakses oleh
pertanian tidak lepas dari sejumlah alokasi petani.
dan kombinasi unsur-unsur produksi yang Berkaitan dengan hal tersebut,
mempengaruhinya.  Pupuk  merupakan pemerintah  telah  memberlakukan
salah satu unsur produksi utama yang kebijakan subsidi pupuk sebagai bentuk
sangat ~ menentukan  produksi  dan dukungan kepada petani. Kebijakan ini
produktivitas pertanian (Agustian et al., bertujuan untuk memastikan ketersediaan
2017). Oleh sebab itu, ketersediaan pupuk pupuk dengan harga vyang lebih
di pasar baik dari segi kuantitas, kualitas terjangkau, sehingga mampu mendorong
dan harga yang terjangkau menjadi salah peningkatan  produksi pangan  dan
satu syarat yang harus dapat dijamin oleh produktivitas lahan pertanian. Komitmen
pemerintah (Lubis et al., 2024). Dalam tersebut ditunjukkan dengan besarnya
upaya mendukung peningkatan produksi alokasi anggaran subsidi pupuk yang
pertanian yang berkelanjutan, pemerintah mencapai 162,88 triliun dalam lima tahun
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terakhir (Kementerian Keuangan RI,
2020-2024).  Alokasi anggaran ini
mengalami peningkatan signifikan pada
tahun 2024 yang mencapai 54 triliun
rupiah atau naik sebesar 28,7 triliun rupiah
dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun ironinya, jenis pupuk yang
disubsidi  masih  didominasi  pupuk
anorganik. Berdasarkan data Kementerian
Pertanian RI (2024) mencatat bahwa
94,76% dari pupuk yang disubsidi
merupakan jenis pupuk anorganik. Hal ini
tidak mengherankan bahwa penggunaan
pupuk anorganik memang terbukti
mampu  meningkatkan  produktivitas
pertanian ~ (Marwantika, 2020 &
Puwidyaningrum, 2024). Berdasarkan
hasil penelitian FAOSTAT (2013) dan
Smith et al., (2014) menemukan bahwa
penggunaan pupuk anorganik mampu
meningkatkan produksi tanaman pangan
sebesar 200-300% antara tahun 1970-
2010.

Akan tetapi, meskipun pupuk
anorganik telah memungkinkan untuk
memenuhi permintaan produk pertanian
yang terus meningkat, penggunaan pupuk
anorganik secara berlebihan (Byrareddy et
al., 2019; Kurdi et al., 2020; Lu and Tian,
2017; Sun et al., 2019; Withers et al.,
2015; Zulfigar & Thapa, 2017) telah
menimbulkan krisis lingkungan di banyak
bagian dunia. Penggunaan  pupuk
anorganik  berdampak buruk pada
ekosistem pertanian diantaranya penipisan
nutrisi ~ tanah, pengasaman  tanah,
eutrofikasi, limpasan nutrisi,
berkurangnya keanekaragaman hayati,
dan peningkatan emisi gas rumah kaca
(GRK) dari praktik pertanian (Risdianto,
2015; Romadoni & Hilabi 2024; dan
Yusuf, 2023).
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Menanggapi masalah ini, pemerintah
pada tahun 2008 secara resmi meluncurkan
kebijakan subsidi pupuk organik sebagai
upaya mengurangi ketergantungan petani
pada pupuk kimia serta mendorong praktik
pertanian berkelanjutan. Namun, setelah
empat tahun berlaku pada tahun 2022,
diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 10 Tahun 2022, yang menetapkan
pembatasan kebijakan subsidi dengan
hanya memberikan subsidi pada dua jenis
pupuk, yaitu urea dan NPK. Kebijakan ini
sempat diterapkan pada tahun 2023, namun
kemudian dievaluasi sesuai arahan Presiden
Rl yang menekankan  pentingnya
mengurangi ketergantungan pada pupuk
kimia melalui peningkatan penggunaan
pupuk organik oleh petani. Berdasarkan
arahan tersebut, lahirlah Keputusan Menteri
Pertanian RI Nomor 249 Tahun 2024, yang
kembali mengalokasikan anggaran untuk
subsidi pupuk organik guna mendukung
pertanian yang lebih ramah lingkungan.Hal
ini tercermin dalam Keputusan Menteri

Pertanian Nomor
249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang
Penetapan Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi  Pupuk  Bersubsidi  Sektor

Pertanian Tahun Anggaran 2024, bahwa
pemerintah  menetapkan  jenis  pupuk
bersubsidi meliputi Urea, NPK, NPK
Formula Khusus, dan Organik.
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Gambar 1. Volume subsidi pupuk di Indonesia pada tahun 2020-2024

Adanya subsidi pupuk organik
mencerminkan upaya pemerintah untuk
mendorong pertanian berkelanjutan yang
lebih ramah lingkungan. Pupuk organik
dinilai memiliki manfaat jangka panjang
dalam meningkatkan kesuburan tanah,
memperbaiki  struktur  tanah, serta
mengurangi ketergantungan pada pupuk
kimia yang dapat merusak ekosistem (Soli
et al., 2024). Selain itu, penggunaan pupuk
organik diharapkan dapat mendukung
pencapaian target Sustainable Development
Goals (SDGs), khususnya pada tujuan ke-2
(mengakhiri kelaparan) dan tujuan ke-15
(melestarikan ekosistem daratan) (Ayuni,
2024).

Subsidi pupuk organik tidak hanya
sekadar insentif ekonomi bagi petani, tetapi
juga sebagai bagian dari strategi pemerintah
dalam merespons isu perubahan iklim dan
penurunan  kualitas  lahan  pertanian
(Suyatna et al., 2018). Langkah ini
diharapkan dapat meningkatkan daya saing
sektor pertanian Indonesia di tengah
tantangan globalisasi dan perubahan iklim
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yang semakin kompleks. Oleh sebab itu,
kebijakan subsidi pupuk organik menjadi
salah satu instrumen penting untuk
mencapai keseimbangan antara
peningkatan produktivitas pertanian dan
pelestarian lingkungan.

Dengan latar belakang tersebut,
kebijakan  subsidi  pupuk  organik
diharapkan  tidak  hanya  mampu

meningkatkan produktivitas hasil pertanian,
tetapi juga mendukung transformasi sektor
pertanian menuju sistem yang lebih
berkelanjutan. Oleh sebab itu, penting untuk
mengkaji lebih lanjut mengenai dinamika
tantangan implementasi kebijakan subsidi
pupuk organik di lapangan, sehingga dapat
dirumuskan strategi untuk meningkatkan
efektifitasnya.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode
kajian literatur sistematis (SLR) untuk
menganalisis  artikel  jurnal, laporan
penelitian, dan dokumen kebijakan terkait
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subsidi pupuk organik di Indonesia. Sumber
data mencakup database jurnal akademik
terkemuka seperti ScienceDirect, Springer,
dan Google Scholar, serta dokumen resmi
pemerintah. Artikel dipilih berdasarkan
relevansi dengan topik penelitian, dengan
kriteria publikasi dalam 10 tahun terakhir
untuk memastikan validitas dan keterkinian
data.

Analisis difokuskan pada dua aspek
utama, yaitu tantangan dalam implementasi
kebijakan subsidi pupuk organik dan
strategi yang dapat diterapkan untuk
mengatasi tantangan tersebut. Proses seleksi
literatur dilakukan secara sistematis untuk
memastikan bahwa data yang dianalisis
memberikan wawasan yang relevan dan
mendalam. Metode ini bertujuan untuk
menghasilkan pemahaman yang
komprehensif mengenai hambatan utama
dan langkah-langkah strategis yang
diperlukan untuk meningkatkan efektivitas
kebijakan subsidi pupuk organik di
Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tantangan Implementasi Kebijakan
Subsidi Pupuk Organik di Indonesia
Dalam implementasi  kebijakan
subsidi pupuk organik di Indonesia, terdapat
beberapa tantangan yang teridentifikasi
berdasarkan hasil review data sekunder,
yaitu:
1. Rendahnya Alokasi Anggaran Subsidi
Pupuk Organik
Permasalahan pertama yang sering
dihadapi adalah ketidaksesuaian antara
jumlah pasokan pupuk organik yang
tersedia dengan kebutuhan petani di
lapangan. Meskipun pemerintah telah
mengalokasikan subsidi untuk
meningkatkan produksi pupuk organik,
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realisasinya masih belum optimal. Data
Kementerian Pertanian Rl (2020-2024)
menunjukkan  bahwa anggaran yang
dikeluarkan untuk subsidi pupuk mencapai
Rp162,88 triliun selama lima tahun, dengan
puncaknya pada tahun 2024 sebesar Rp55
triliun. Namun, anggaran yang dialokasikan
khusus untuk pupuk organik hanya sebesar
Rp750 miliar pada tahun 2024, atau sekitar
1,36% dari total anggaran subsidi pupuk.
Alokasi ini sangat rendah dibandingkan
dengan kebutuhan pupuk organik nasional,
yang hanya mampu memenuhi sekitar
1,67% dari kebutuhan pupuk organik di
lahan pertanian (Wulan & Susilo 2023).
Meskipun ada peningkatan anggaran
secara keseluruhan, proporsi untuk pupuk

organik masih  jauh lebih  rendah
dibandingkan dengan pupuk  kimia.
Kesenjangan  alokasi  anggaran  ini

mencerminkan prioritas yang masih lebih
condong kepada pupuk kimia. Dominasi
subsidi pupuk kimia disinyalir didorong
oleh faktor sejarah dan kebiasaan petani
yang selama beberapa dekade terbiasa
menggunakan pupuk anorganik untuk
meningkatkan produktivitas (Prasetya et al.,

2021; Hanani et al., 2023; & Pieter et al.,

2023). Akibatnya, pupuk organik, meskipun

lebih ramah lingkungan dan berkontribusi

pada kesehatan tanah jangka panjang, hanya
mendapat porsi kecil dari subsidi.

Kondisi ini apabila dibiarkan secara
terus menerus dapat menimbulkan beberapa
implikasi kritis, antara lain:

a. Terhambatnya Pengembangan
Pertanian  Organik:  Ketersediaan
pupuk organik yang terbatas dapat
menghambat upaya untuk
mengembangkan pertanian organik
yang lebih ramah lingkungan dan
berkelanjutan. Petani yang ingin
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beralih ke pertanian organik terkendala
oleh tingginya biaya produksi akibat
terbatasnya subsidi untuk pupuk
organik.

b. Ketergantungan yang Berkelanjutan
pada Pupuk Kimia: Dengan dominasi
alokasi anggaran untuk pupuk kimia,
petani cenderung terus bergantung
pada pupuk anorganik yang dapat
menyebabkan  penurunan  kualitas
tanah dalam jangka panjang. Hal ini
akan memperburuk ketergantungan
terhadap pupuk kimia dan mengancam
keberlanjutan pertanian di Indonesia.

2. Distribusi yang tidak merata

Keputusan Menteri Pertanian RI
Nomor 249 Tahun 2024 menetapkan bahwa
subsidi pupuk organik hanya dialokasikan
untuk 11 dari 34 provinsi di Indonesia, yaitu
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan,
Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan,
Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Kebijakan ini menyebabkan
ketidakmerataan distribusi subsidi yang
berdampak signifikan terhadap akses petani
di berbagai wilayah. Akibat dari keputusan
ini, lebih dari dua pertiga provinsi di
Indonesia  tidak  mendapatkan  akses
terhadap pupuk organik  bersubsidi,
sehingga menimbulkan ketimpangan akses
terhadap input pertanian yang esensial. Hal
ini sejalan dengan hasil penelitian dan
investigasi Hidayat (2022) dan Kasiami
(2020) bahwa distribusi yang tidak merata
mengakibatkan  kelangkaan pupuk di
sejumlah daerah.

Distribusi subsidi yang tidak merata
ini memiliki beragam implikasi negatif
terhadap sektor pertanian di Indonesia:

a. Kelangkaan Pupuk. Subsidi pupuk di
Indonesia selama ini dirancang untuk
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membantu petani dalam menekan
biaya produksi dan meningkatkan
produktivitas. Namun,
ketidakseimbangan dalam
distribusinya menimbulkan masalah
kelangkaan di  beberapa daerah.
Penelitian oleh Kautsar (2020) dan
Maulia et al., (2023) menunjukkan
bahwa distribusi pupuk bersubsidi
yang tidak merata menyebabkan
ketidakseimbangan antara kebutuhan
dan pasokan pupuk, terutama di daerah
yang tidak diutamakan dalam
kebijakan alokasi. Hal ini berdampak
pada meningkatnya harga pupuk di
wilayah-wilayah tersebut, sehingga
petani kesulitan untuk memenuhi
kebutuhan nutrisi tanaman secara
optimal. Kelangkaan ini bukan hanya
mengancam produktivitas pertanian
tetapi juga dapat menurunkan
pendapatan petani dan berpotensi
memicu kerawanan pangan di tingkat
lokal (Sarwani, 2023).

b. Ketimpangan Akses Antar Daerah.
Kebijakan yang hanya menguntungkan
11 provinsi menyebabkan ketimpangan
dalam penerapan praktik pertanian
organik di seluruh Indonesia. Hal ini
bertentangan dengan upaya pemerintah
untuk mendorong keberlanjutan dan
ketahanan pangan nasional. Provinsi-
provinsi yang tidak mendapatkan
subsidi akan kesulitan untuk mengikuti
tren pertanian ramah lingkungan.

3. Keterbatasan Kapasitas Produksi
Banyak pabrik pupuk organik di
Indonesia belum mampu memproduksi
dalam skala besar yang sesuai dengan
target nasional. Kapasitas produksi yang
terbatas ini tidak sebanding dengan
peningkatan permintaan pupuk organik
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yang didorong oleh Kkebijakan subsidi
pemerintah. Berdasarkan data Asosiasi
Produsen Pupuk Indonesia (APPI), dari
total kapasitas produksi nasional yang
mencapai sekitar 1,5 juta ton per tahun,
realisasi produksi pupuk organik hanya
sekitar 60-70% dari kapasitas tersebut,
terutama karena kendala teknologi dan
akses bahan baku. Selain itu, kapasitas
produksi tersebut masih sekitar 5 persen
dari kebutuhan bauran atau campuran
pupuk organik di lahan pertanian nasional
(Wulan & Susilo 2023).

Ketidakmampuan pabrik  untuk
memenuhi  permintaan  ini  dapat
disebabkan  oleh  beberapa faktor,
termasuk keterbatasan teknologi

pengolahan, modal usaha, serta kurangnya
insentif untuk investasi dalam produksi
pupuk organik. Akibatnya, petani yang
seharusnya mendapatkan subsidi pupuk
organik  sering kali  menghadapi
kelangkaan pasokan, sehingga memaksa
mereka untuk kembali menggunakan
pupuk kimia yang lebih mudah didapat
tetapi berdampak negatif pada kualitas
tanah jangka panjang.

4. Mekanisme Alokasi Masih Lemah

Salah satu faktor penghambat utama
dalam implementasi subsidi pupuk
organik adalah ketidakjelasan mekanisme
alokasi. Kebijakan alokasi pupuk sering
kali tidak transparan dan tidak didasarkan
pada kebutuhan riil di tingkat daerah. Hal
ini menciptakan  ketidakseimbangan
dalam distribusi, di mana beberapa daerah
menerima  kelebihan alokasi pupuk
sementara daerah lain  mengalami
kekurangan.

Kurangnya transparansi ini
disebabkan oleh keterbatasan data yang
akurat dan  up-to-date  mengenai

NOMOR 1
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kebutuhan pupuk di setiap daerah. Hal ini
selaras dengan hasil penelitian Ragimun et
al., (2020) bahwa Aspek transparansi dan
keterbukaan informasi dalam mata rantai
pelaksanaan program kebijakan pupuk
bersubsidi masih lemah.

B. Langkah-Langkah Strategis Untuk
Meningkatkan Efektivitas
Kebijakan Subsidi Pupuk Organik
Di Indonesia

Kebijakan subsidi pupuk organik di

Indonesia merupakan salah satu upaya
penting dalam mendorong transformasi
sektor pertanian menuju sistem yang lebih
ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Namun, implementasi kebijakan ini
dihadapkan pada berbagai tantangan yang
menghambat  efektivitasnya,  seperti
rendahnya alokasi anggaran, distribusi
yang tidak merata, keterbatasan kapasitas
produksi, serta mekanisme alokasi yang
belum optimal. Tantangan-tantangan
tersebut memerlukan perhatian serius agar
subsidi pupuk organik dapat memberikan
dampak yang signifikan terhadap
peningkatan  produktivitas  pertanian,
kesejahteraan petani, serta keberlanjutan
lingkungan. Untuk itu, diperlukan
langkah-langkah strategis yang
komprehensif guna meningkatkan
efektivitas kebijakan subsidi  pupuk
organik di Indonesia. Berikut adalah
beberapa langkah strategis yang dapat
diambil untuk mengatasi tantangan
tersebut dan memastikan kebijakan ini
dapat berjalan dengan lebih optimal.

1. Peningkatan Alokasi Anggaran untuk
Pupuk Organik
Untuk mengatasi rendahnya alokasi
anggaran subsidi pupuk organik,
pemerintah  perlu  meningkatkan
proporsi anggaran untuk pupuk
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organik secara bertahap. Sebagai
langkah awal, perlu ada evaluasi
terhadap alokasi anggaran subsidi
pupuk kimia yang lebih besar dan

mendistribusikan ~ sebagian  dana
tersebut untuk pupuk organik.
Penentuan anggaran dapat

disesuaikan dengan kebutuhan petani
serta potensi lingkungan yang lebih
ramah. Hal ini juga dapat disertai
dengan insentif fiskal bagi petani
yang beralih ke pertanian organik
untuk mengurangi beban biaya
produksi mereka.

Distribusi Subsidi yang Merata dan
Berdasarkan ~ Kebutuhan  Untuk
mengatasi ketidakmerataan distribusi
subsidi, perlu adanya penyesuaian
kebijakan yang lebih adil dan terukur
dalam menentukan daerah penerima
subsidi pupuk organik. Salah satu
cara yang dapat ditempuh adalah
menggunakan data terkini mengenai
kebutuhan pupuk organik di tiap
daerah untuk memastikan subsidi
disalurkan secara tepat. Penataan
ulang distribusi subsidi dengan
mempertimbangkan jumlah petani
dan luas lahan pertanian di tiap
provinsi akan meminimalkan
ketimpangan akses terhadap pupuk
organik, sekaligus meningkatkan
keadilan dalam penerapan kebijakan
ini.

Peningkatan Produksi
Pupuk Organik

Untuk memenuhi permintaan pupuk
organik yang semakin meningkat,
penting untuk meningkatkan
kapasitas produksi di sektor industri

pupuk organik. Pemerintah dapat

Kapasitas
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memberikan insentif
produsen pupuk organik, seperti
subsidi  untuk investasi dalam
teknologi modern dan peningkatan
kapasitas pabrik. Selain itu, pelatihan
kepada produsen pupuk lokal dan
peningkatan kualitas bahan baku
pupuk organik perlu dilakukan guna
meningkatkan  produktivitas  dan
efisiensi  produksi.  Keterlibatan
sektor swasta dalam riset dan
pengembangan produk pupuk organik
juga  sangat  penting untuk
menciptakan produk yang lebih
efisien dan ramah lingkungan.

kepada

Reformasi Mekanisme Alokasi dan
Transparansi

Untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam alokasi subsidi,
pemerintah harus mengembangkan
sistem alokasi yang lebih jelas dan
berbasis data yang akurat. Salah satu
langkah yang dapat diambil adalah
penggunaan teknologi  informasi
dalam memonitor distribusi subsidi,
termasuk pelaporan secara digital
yang dapat diakses oleh petani,
distributor, dan pihak terkait lainnya.
Sistem ini  harus memuat data
kebutuhan  pupuk yang lebih
mendetail serta real-time agar tidak
terjadi ketimpangan antara kebutuhan
dan pasokan di lapangan. Penguatan
koordinasi antara pemerintah daerah,
produsen pupuk, dan petani juga
diperlukan untuk mengoptimalkan
distribusi dan menghindari kebocoran
dalam sistem.

Kemitraan  dan
Antar Pemangku

Pengembangan
Kolaborasi
Kepentingan
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Penguatan kemitraan antara

pemerintah, sektor swasta, dan petani

perlu ditingkatkan untuk

mempercepat pengembangan

pertanian organik. Kolaborasi ini
tidak hanya dalam hal distribusi
pupuk, tetapi juga dalam hal riset dan
pengembangan produk pertanian
yang  berkelanjutan.  Penguatan
jaringan distribusi melalui kelompok
tani atau koperasi juga dapat
meningkatkan  efisiensi  dalam
penggunaan subsidi pupuk organik.
Selain  itu, pemerintah  dapat
membentuk aliansi strategis dengan
lembaga internasional atau organisasi

non-pemerintah  yang  memiliki

keahlian dalam pertanian

berkelanjutan  untuk  mendukung

kebijakan ini.

KESIMPULAN

Implementasi  kebijakan  subsidi
pupuk organik di Indonesia menghadapi
beberapa tantangan utama. Pertama,

rendahnya alokasi anggaran untuk pupuk
organik yang menghambat penyediaan yang
memadai bagi petani. Kedua, distribusi
subsidi yang tidak merata antarprovinsi
menyebabkan ketimpangan akses, yang
berdampak pada kelangkaan pupuk di
beberapa daerah. Ketiga, kapasitas produksi
pupuk organik yang terbatas menghalangi
pemenuhan  kebutuhan  yang  terus
meningkat. Keempat, mekanisme alokasi
subsidi yang  kurang  transparan
menyebabkan  ketidaksesuaian  antara
alokasi dan kebutuhan riil di lapangan.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan
peningkatan alokasi anggaran, distribusi
subsidi yang lebih merata, penguatan
kapasitas  produksi, dan  reformasi
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mekanisme alokasi yang berbasis data dan
lebih transparan. Langkah-langkah tersebut
akan memperkuat pengembangan pertanian
organik yang berkelanjutan dan mendukung
ketahanan pangan nasional.
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